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WALIKOTA SERANG 

PROVINSI BANTEN 

 
PERATURAN WALIKOTA SERANG 

NOMOR 37  TAHUN 2017 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 
 

WALIKOTA SERANG 

 

Menimbang :    a.  bahwa adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 terkait dengan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah dan dana alokasi khusus 
non fisik bidang permukiman serta adanya pergeseran 

anggaran antar objek belanja dan rincian objek belanja 

dalam jenis belanja berkenaan, untuk menjamin 
terciptanya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, 

efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 

memperhatikan azas keadilan, azas kepatutan dan 
manfaat untuk masyarakat. Upaya tersebut dapat 

dilaksanakan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota 

Serang tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Peraturan 
Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017. 

Mengingat :      1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang ……………… 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4748); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4540); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

 

13. Peraturan …………….. 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);           

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

23. Peraturan ……………. 
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23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Rincian Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 253);  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);                                          

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);                                                                               

26. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah 

Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Serang Nomor 39); 

27. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah 

Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Serang Nomor 49); 

28. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 
Nomor 74); 

29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang 
Tahun 2016 Nomor 7); 

30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 

2016 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan    : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA 

NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

PASAL 1 

Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kota Serang Tahun 2016  Nomor 1 ) diubah, 

sebagai berikut : 

 

 

1. Ketentuan …………… 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

Anggaran     Pendapatan   dan     Belanja   Daerah   Tahun    Anggaran   

2017  semula berjumlah Rp.1.260.137.475.207,- sehingga menjadi 
Rp.1.336.315.275.207,- : 

a. Pendapatan : 

a) Semula      Rp.     1.165.309.346.823,- 

b) Bertambah/ ( Berkurang)   Rp.          76.177.800.000,- 

Jumlah  Pendapatan  Setelah   Perubahan  Rp.   1.241.487.146.823,- 

b. Belanja : 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) – Belanja Pegawai     Rp.        502.832.054.148,- 

– Bertambah/(Berkurang)   Rp.                                0,- 

Setelah Perubahan Rp.     502.832.054.148,- 

b) – Belanja Hibah     Rp.          41.721.761.370,- 

– Bertambah/(Berkurang)   Rp.                                 0,- 

Setelah Perubahan Rp.        41.721.761.370,- 

c) – Belanja Bantuan Sosial   Rp.             1.503.600.000,- 

– Bertambah/(Berkurang)   Rp.         1.350.000.000,- 

Setelah Perubahan Rp.            2.853.600.000,- 

d) – Belanja Bantuan Keuangan  Rp.            1.152.152.684,- 

– Bertambah/(Berkurang)   Rp.                                 0,- 

Setelah Perubahan Rp.          1.152.152.684,- 

e) – Belanja Tidak Terduga   Rp.            1.222.490.000,- 

– Bertambah/(Berkurang)   Rp.                                0,- 

Setelah Perubahan Rp.         1.222.490.000,- 

 

Jumlah Belanja Tidak Langsung  

Setelah Perubahan Rp.      549.782.058.202,- 

 

2. Belanja Langsung 

a. – Belanja Pegawai     Rp.         38.751.816.006,- 

– Bertambah/(Berkurang)   Rp.         20.061.360.972,- 

Setelah Perubahan Rp.      58.813.176.978,- 

 

 

b. Belanja ….……. 
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b. – Belanja Barang Jasa   Rp.       367.405.954.140,- 

– Bertambah/(Berkurang)   Rp.         42.780.844.941,- 

Setelah Perubahan Rp.    410.186.799.081,- 

c. – Belanja Modal    Rp.       305.547.646.859,- 

– Bertambah/(Berkurang)   Rp.         11.985.594.087,- 

Setelah Perubahan Rp.    317.533.240.946,- 

 

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan  Rp.    786.533.217.005,- 

Surplus/(Defisit)  Rp.    (94.828.128.384,-) 

 

c. Pembiayaan : 

1. Penerimaan 

a) Semula      Rp.     94.828.128.384,- 

b) Bertambah/ ( Berkurang)   Rp.                           0,- 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan  Rp.   94.828.128.384,-  

 

2. Pengeluaran  

a) Semula      Rp.                            0,- 

b) Bertambah/ ( Berkurang)   Rp. .                          0,- 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.                        0,- 

 

2. Ketentuan Pasal 5 Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 

 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 
3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan Walikota ini. 

4. Ketentuan Lampiran Ia diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan Walikota ini. 

5. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

6. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini. 

 

 

PASAL 2 ………………. 
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Pasal 2 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita 

Daerah Kota Serang. 

 

Ditetapkan di Serang 

 pada tanggal  11 April  2017 

   WALIKOTA SERANG,  

 

Ttd 

 

                                       Tb. HAERUL JAMAN 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 12 April  2017 

SEKRETARIS DAERAH  
       KOTA SERANG, 

 
 

     Ttd 
 

      Tb.URIP HENUS 
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